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Perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai pintu darurat yang boleh
ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan
keutuhannya. Adapun yang berhak menangani kasus perceraian adalah Pengadilan
Agama. Dalam hal ini telah diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan mengenai aturan dan prosedurnya telah
dijelaskan dengan rinci dalam undang-undang tersebut.Meskipun telah diatur
sedemikian rupa dalam hukum undang-undang, namun perceraian yang tidak
sesuai dengan prosedur kerap terjadi. seperti halnya kasus yang terjadi di Desa
Ponjanan Timur, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan, Kepala Desa
menjadi tali penghubung antara PA dengan warga yang hendak bercerai dengan
serangkaian prosedur yang dirancang sendiri. Hal ini sudah menjadi kebiasaan
masyarakat di desa tersebut.

Dua Permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini yaitu Bagaimana
prosedur penyelesaian perkara perceraian oleh Kepala Desa di Desa Ponjanan
Timur, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan? Bagaimana perspektif
Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap prosedur
penyelesaian perkara perceraian oleh Kepala Desa di Desa tersebut ? Untuk
menjawab permasalah ini dilakukan penelitian dengan jenis penelitian kualitatif
menggunkan pendekatan empiris. Teknik pengumpilan data pada penelitian ini
adalah observasi, wawancara, dan studi pustaka. Penelitian ini lebih difokuskan
tentang fakta yang terjadi di lapangan, dan landasan teori sebagai pemandu agar
memperoleh kebenaran yang sesuai.

Hasil penelitian menenjukkan bahwa prosedur penyelesaian perkara
perceraian oleh kepala desa di desa ponjanan timur kecamatan batu marmar
kabupaten pamekasan dilakukan dengan prosedur yang tidak sama dengan
prosedur yang terdapat dalam perspektif Undang-undang No 1 Tahun 1974
tentang perkawinan.
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Divorce is the last alternative as an emergency exit that can be taken when
the ark of domestic life cannot be maintained intact. Meanwhile, those who have
the right to handle divorce cases are the Religious Courts. In this case it has been
regulated based on the provisions of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, and
the rules and procedures have been described in detail in the law. Even though it
has been regulated in such a manner in statute law, divorce is not in accordance
with the procedure. often happens. as in the case that occurred in Ponjanan Timur
Village, Batumarmar Subdistrict, Pamekasan Regency, the Village Head became
the link between the PA and residents who wanted to divorce with a series of
procedures designed by themselves. This has become a habit of the people in the
village.

Two problems that are the focus of this research are what is the procedure
for resolving divorce cases by the Village Head in Ponjanan Timur Village,
Batumarmar District, Pamekasan Regency? What is the perspective of Law No.1
of 1974 concerning marriage on the procedure for resolving divorce cases by the
Village Head in the Village? To answer this problem, a qualitative research was
conducted using an empirical approach. The data collection techniques in this
study were observation, interviews, and literature study. This research is more
focused on facts that occur in the field, and the theoretical basis as a guide in order
to obtain the appropriate truth.

The results of the study show that the procedure for resolving divorce
cases by the village head in Ponjanan Timur village, Batu Marar district,
Pamekasan Regency is carried out with procedures that are not the same as those
contained in the perspective of Law No.1 of 1974 concerning marriage.
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